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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa kedudukan dari
penyandang disabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas adalah sebagai subyek yang aktif dan dapat berpartisipasi
langsung dalam setiap proses pembentukannya. Mulai dari tahap awal vyaitu
pembahasan hingga tahap akhir yaitu pengundangan, organisasi disabilitas di Kota
Yogyakarta juga sudah dilibatkan. Pemerintah Kota Yogyakarta sudah membuka ruang
kepada publik untuk bisa berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. Pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan
dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sudah melibatkan secara langsung
organisasi-organisasi disabilitas di Kota Yogyakarta. Penyandang disabilitas ini bukan
hanya sebagai peserta saja namun sebagai perumus juga bersama dengan lembaga-
lembaga yang terkait dalam pembentukan Perda. Pelibatan publik ini sesuai dengan
Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang menyatakan bahwa “Masyarakat berhak memberikan masukan secara
lisan/tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”. Pemberian
masukan secara lisan atau tertulis ini dapat dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat

Umum (RDPU), kunjungan Kkerja, sosialisasi dan/atau seminar serta diskusi.
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Penyandang disabilitas dalam hal ini dilibatkan secara langsung baik dalam
pembentukan naskah akademik, perumusan setiap pasalnya hingga ke uji publik.
Melihat kenyataan yang terjadi saat pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2019
bahwa ada organisasi disabilitas yang tidak terlibat dalam proses pembentukannya
karena adanya keterbatasan kemampuan dari pemerintah untuk bisa merangkul seluruh
organisasi yang bergerak di bidang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Alasan
lainnya adalah pemerintah itu sendiri menggunakan sistem perwakilan dimana mereka
menganggap bahwa dengan adanya perwakilan ini seluruh aspirasi masyarakat
khususnya penyandang disabilitas ini sudah didengar dan dibawakan kepada
pemerintah untuk menjadi bahan dalam pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2019

tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan

yaitu:

1. Apabila Pemerintah kedepannya akan membuat peraturan atau regulasi sejenis yang
mengatur penegakan hukum dan perlindungan hak dari Penyandang Disabilitas,
partisipasi atau pelibatan dari organisasi maupun Penyandang Disabilitas itu sendiri
dapat dibuka seluas-luasnya tanpa terkecuali. Hal ini bertujuan agar seluruh
aspirasi, saran, masukan serta kritik dapat diterima oleh Pemerintah sehingga
pembentukan regulasi tersebut dapat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
terjadi yang dirasakan langsung oleh Penyandang Disabilitas.

2. Pemerintah Kota Yogyakarta dan juga seluruh masyarakat Daerah Istimewa

Yogyakarta dapat memberikan partisipasinya dalam penegakan hukum
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perlindungan penyandang disabilitas sehingga Yogyakarta bisa menjadi tempat
yang ramah dan nyaman bagi kaum-kaum penyandang disabilitas.

. Untuk menekan kasus-kasus diskriminasi yang ada di Yogyakarta, tidak hanya dari
segi pembentukan peraturan perundang-undangan saja namun pemerintah dan
masyarakat harus bisa berkolaborasi untuk bisa mengimplementasikan Perda Kota
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 sehingga kasus yang dialami oleh penyandang
disabilitas dapat berkurang dan adanya perubahan pandangan masyarakat terkait

penyandang disabilitas.
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